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PR Diingatkan Bisa Ajukan
Keberatan ke MK

hetidak setujuan terhadap putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah tak
semestinva menjadi alasan menunda merevisi UU Pemilu,

JAKARTA, KOMPAS — Putusan
Mahkamah  Ronstitusi vang
memisahkan  penvelenggaraan
premniilia ol dan Tokal harus
dipatuld dan dilaksanakan ka
reena putusan MK bersifal fial
dan mengkat, Jika hingga kini
Kalangan anggota PR, vang
berasil dan sepunilah partai po
litik, masih g atau tidik
setuju terhadap putusan ter
seduil, semmestings mengajukian
keberatan ke MK

Hal o dissmpaikan pakar
hukum tata negara Bivit Su
santi dli Jakarta puda Habo
(2/72025)  "Kalau  terdapat
anggieta DR ragu=rag atao -
dak setuju. silakan ajukan ke
beeratan ke ME. Ketidaksetuju-
an itu bukan tlantas) dijadikan
alasian wntuk menumda pelaksa-

naan atay merevisi Undang
Uadlarg Pemili secara sepie
hak.”™ ujarmya

Bavitrr memgingatkan, ke
ratan sejuniah partai politik
dan TIPR terkait putosan MK
terschut, apalagh sampal me
mutuskan tidak melaksanakan
putusan MK, berpotenst me
mimbwlkan kesis kemstitusio
nal

Peluang tak melaksanakan

Sebelumiva, Nasdem telah
secara terbuka  menyatakan
menolnk Putasan ME Nomor

135 PUU-XXIL/2024 yang me
misthkin  skema pemiliban
umum nasional dan dacrah ka
rena putusan i ditalal proble-
matis. ki Parta Gepindea
mengangkapkan kemuingkinan
balwa DPPH tidak atkan melak
sanakan putusan ME tersehl

Terlkait dengan ke munglinan
itn, Ketvih DPT DBarta Gerimdea
Heri Guaawan menyviunpaikan,
putusan MK it memilike sisi
positif dan juga kontroversial
Jika harus wegera diterapkan
tanpa ada Kajlan secara kom
prehensil,

Heri mengaku, putusan MK
thapast henlwmpak pacda pengu -
atan konsolidast demokrasi. di
finghat lokal ) peningkatan fur-
tisipast pemilih, dan memper
Kl Knerin Rehembagian e

nyclenggara peniilu, “Namun
patclaa sish Tadn (poatissan MK it}
Juga terdapat lal-hal kontro
wersial vy berpuolenst melang-
gar UUD 195 dan melewati
hudas kewenangn kelembags-
on MK,” kata Hern, Habu
Utk i, menurut anggota
Komisi 11 TR . Lk terutup
kemungkinan DPR fidak akan
mengkuti putusan MR terse
bt "Karena wdn dlugan ber
fentangan dengan konsthitusi, b
dink tertutap kemungkinan
DPH akan lebih mengkutn ke
fentuan daliim U Negara Re

publik Indonesia 19457 ucap
il

Heni kepaudinnemerine, be
Tirapst o dalam konstibsi
il merurut pentnnnya &
Langggar oleh putusan ME ler

hut, la menvebutkan. - asg
A2RAyar g UUD Ne
publik Indonesia 1943 menya
taban, pemilu dikaksaraban se-
tiap lima tahun sckali Lalu,
Awat (2] menyatakat, peml
diselenggarakan untuk-nienilih
anggnts DERTTD, peiiden
dan'waka prosidepssirta DD,
Penepasan DPRD sebagai re-
zim pemilu dijelaskan dalam
sl 22K 11T NHI 1945, 1=
Jaikay sebaga gezim, pemilu di
fegasksin dalam Putusan MK
Mo 95 20027 uiar Hen.

Venlerd Dalam Negert Tito

Rarnavian menyurpaikan, ter
kil dergian putusan MK wang
memisahkan pemily nasional
lin Tkal, akan dilakukan -
lisis secara menveluraly

“Apakah (putosan ME il
sesual aturan-aturan yang ad
termasuk konstilusd, dan ana
lisis dampak posiif-negatifn
Pran, sy kivaekirs yang akan
Joatan Bakukean ke depan.” wimya
yung ditemu seusai rapat Kerja
Persama Kemisi 11 DFR i Ja
bara, Rasbu

Menurut Tito, st in, antar
kementerian masith membalas

putusan MK terscbut. "Nanti
akan kami mpatkan antarse-
merintah, dengan Kementerian
Sekretarial Negars Kemente:
i Hubkum; mungkin dengan
Rementerian Koordinator Bis
dang Hukume FAM. Tmigrast,
ar Permasiarakatang dan Ke=
menterian hoordinaton Bidang
Politik, darn Keamanan,kata
Tito

Masa jabatan DPRD

Hirrs menganghapkan kekha-
watirannya jika putusan MK
bersehut dilaksanakan, Menu-
rut dia, hal itu akan berpotensi
e rpAngang s jahalan
anggoti- PERD  menjadi, lebib
i lima tahun, Penilitan o
didasarkeny pada putusan MK

vang meotisahkan pemiila na-

sional dan lokal dimulai pada
DN i premiln asional un-
tuk  wemibh  presiden-wakil
presiden, DPR, dan DY ghi-
laksanakan terlehih dahulw, S¢
telah jeks dua hingg dua se-
tongah tahun, bara dilanjutkan
iermgan perniu okl untuk me
milih anggota DPRIL guberour,
Bupati, dan wali kida

Ketua Badan Legislst DPF
Partar Kewmlilan Sefhiters Zai
nuhin Fary juga menyampaikan
kekhawaliran seripn. "Perpon
Jangan masi abalan angeoty
TRIY fanpa pemilu adalah

bentuk tindakan inkonstitusi
ol gty

Menanggapi  kekhawatiran
itu, Bivitr menyampaikan, hal
Ltu merupakan pandangan vang
keline "MK memiliki - kewes
angn untuk membual norma
demi kelancaran
transisi. Jodi, tujub tahun ity
Lransisi yarg aliperiukan, Nanti
pemilu selanjutiya sudah men
janchi Tiemat Lahnn Baggd,” tutuenys,

Pengajar hukum tata negara
dart Universitas Andalas, Ferl
Amsari, mengngatkan, MK
mmbal putusan memisahban
pemilu kokal dan nasional ka
e dalam pertimbangannya
ada kerumitan penyelenggara
an pemilu yang mergkan pe-
milih, peserta, dan penyeleng
wari Beberapa masalah yang

sementirm

kerap muncul. antara k. ke
stilitan keriseniteast hag penye-
lenggara dan peserta penilu
mermpwersiapkian premilibuan,
Masvarakat lebihy fokus pada
pemilihan presiden dan kepuala
duerah, sedangkan pemilihan
amggota DPRD terabaikan,
Mepurut dia, untuk menin
duklmputi putusan MK, vang
pabing penting acdalab setiap
Tk mgrmahami konsep hukum
secant menveluruh, tidak se
bl apa yang tertulis dalam
untlang- undang,
(YT DRA W)
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